Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA BLITAR,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Perubahan Anggaran Pendgpatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018, maka
Walikota

tentang Penjab

perlu menetapkan Peraturan

an Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomo

17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah K,Bta Kecil dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 42)
Undang-Undang Nomor

Pengubahan Undang-Un

sebagaimana telah diubah dengan

13 Tahun 1954 tentang

dang Nomor 16 dan Nomor

17 Tahun 1950 (Republiic Indonesia Dahulu) Tentang

Pembentukan Kota-Kota
Jawa ‘(Lembaran Negara
40, Tambahan Lembaray
Nomor 551};

Besar dan Kota-Kota Kecil di
Republik Indonesia Nomor

1 Negara Republik Indonesia




10.

Undang-Undang Nomor

Penyelenggara Negara

Korupsi, Kolusidan Ne

28 Tahun 1999 tentang
yang Bersih dan Bebas

potisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran [Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);
Undang-Undang Nomot

17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (L¢mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 200

3 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara|(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomo

15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (

mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

Undang-Undang Nomor

Sistem Perencanaan

25 Tahun 2004 tentang

Pembangunan  Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor

Perimbangan Keuangan

dan Pemerintah Daerah

Indonesia Tahun 200

Lembaran Negara Repub

Lembaran Negara Republik

33 Tahun 2004 tentang
Antara Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik
4 Nomor 126, Tambahan
lik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomm‘l 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Nasionarl (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 200;4 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Repub' ik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomo

28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indone

ia Tahun 2009 Nomor 126,




11.

12.

13.

14.

15.

16.

Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia

12 Tahun 2011 tentang

Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor
Pembentukan Peratu

(Lembaran Negara Rep
Nomor 82, Tambahan
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomoj

an Perundang-Undangan
blik Indonesia Tahun 2011

Lembaran Negara Republik

+ 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor

22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

Undang-Undang Nomo]
Aparatur Sipil Negara
Indonesia Tahun 20
Lembaran Negara Repub

Undang-Undang Nomor

Pemerintahan Daerah

Indonesia Tahun 201
Lembaran Negara Repu
sebagaimana telah diul
dengan Undang-Undan
tentang Perubahan Kg
Nomor 23 Tahun 2014 t

r 5 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara Republik
6, Tambahan
lik Indonesia Nomor 5494);
23 Tahun 2014 tentang
Lembaran Negara Republik
4 Nomor 244, Tambahan
blik Indonesia Nomor 5587)
pbah beberapa kali, terakhir
g Nomor 9 Tahun 2015
*dua Atas Undang-Undang

14 Nomor

entang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan

Indonesia Nomor 5679) ;

Undang-Undang Nomor

Administrasi Pemerint
Republik Indonesia
Tambahan Lembaran
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah N

Perubahan Batas Wilaya
I Blitar (Lembaran Nega

Lembaran Negara Republik

30 Tahun 2014 Tentang
lahan
Tahun 2014 Nomor 292,

Negara Republik Indonesia

(Lembaran  Negara

pmor 48 Tahun 1982 tentang
h Kotamadya Daerah Tingkat

ra Republik Indonesia Tahun




17.

18.

19.

20.

21.

22.

1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nompr 3243 );

Peraturan Pemerintah

Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah
Indonesia Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik

Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan

Indonesia Nomor 4502)

Lembaran Negara Republik

sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemernintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
ik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Lembaran Negara Repub

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran [Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 65 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Peraturan Pemerintah

Nomor 10, Tambahan

Indonesia Nomor 5155);

Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan
Republik
Tambahan Lembaran
Nomor 4578);

Indonesia T

Daerah (Lembaran Negara
'ahun 2005 Nomor 140,
Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelapdran Keuangan dar
(Lembaran Negara Rept
Nomor 25, Tambahan

Indonesia Nomor 4614);

1 Kinerja Instansi Pemerintah
iblik Indonesia Tahun 2006
Lembaran Negara Republik

5




23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
da Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indongsia Tahun 2009 Nomor 18,

Bantuan Keuangan kep

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimpna telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian |dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Da¢rah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Repyblik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan

Indonesia Nomor 5161);

Lembaran Negara Republik

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomeor 5272) ;

27.

28.

Peraturan Pemerintah

Nomor 101 Tahun 2012

tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

yang telah diubah det

1gan Peraturan Pemerintah

Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah
tentang Penerima Bantu
(Lembaran Negara Repu
Nomor 226, Tambahan
Indonesia 5746);

101 Tahun 2012
an Iuran Jaminan Kesehatan
Iblik Indonesia Tahun 2015
Lembaran Negara Republik -

Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Mili
Negara Republik Indone
Tambahan Lembaran
Nomor 5533);

k Negara/Dacrah (Lembaran
sia Tahun 2014 Nomor 92,

Negara Republik Indonesia

r




29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Pemerintah Npmor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian|(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212,
Tambahan Lembaran
Nomor 5740);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Negara Republik Indonesia

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Tambahan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nonilor 71 Tahun 2012 tentang
Pet gadaan Tanah

U’ntu; Kepentingan

sebagaimana telah diu?)ah beberapa kali terakhir

Penyelenggaraan Bagi

Pembangunan Umum
dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah B}agi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Ii,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 N; mor 156);

Peraturan Presiden Nor\for 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan éebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir
Nomor 28 Tahun 2016
Indonesia Tahun 2016 N

dengan Peraturan Presiden
(Lembaran Negara Republik

omor 62);




35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang

Penahapan Kepesertaam Program Jaminan Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 253);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana

Jaminan Kesehatan

Kapitasi

Nasional Pada Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 81};

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan

Tahun 2011 tentang

Undang-Undang Nomor 12

Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16

tahun 2018 Tentang
Pemerintah (Lembaran
tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Menteri Dala
2006
Daerah sebagaimana t
terakhir dengan Peratuy
Nomor 21 Tahun 201
Indonesia Tahun 2011 N

Pengadaan Barang Jasa

Negara Republik Indonesia

m Negeri Nomor 13 tahun

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

elah diubah beberapa kali
ran Menteri Dalam Negeri
1 (Berita Negara Republik
pmor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011

Bantuan Sosial Yang

tentang Pedoma

n Pemberian Hibah dan

Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang

perubahan ketiga atas

Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan

Bersumber Dari Anggar

Bantuan Sosial Yang

an Pendapatan dan Belanja

b




41.

42.

43.

44.

45.

46.

Daerah (Berita Negara
2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Kesel
tentang Penggunaan
Kesehatan Nasional Unty

dan Dukungan Biaya

Republik Indonesia Tahun

1atan Nomor 19 Tahun 2014
Dana Kapitasi Jaminan
1k Jasa Pelayanan Kesehatan

Operasional Pada Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republ
Nomor 589);
Peraturan Menteri Dal
2015 tentang Pembent
(Berita Negara Republ
Nomor 2036);

ik Indonesia Tahun 2014

Negeri Nomor 80 Tahun
an Produk Hukum Daerah
ik Indonesia Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman

Daerah (Berita Negara
2016 Nomor 547);

Pengelolaan Barang Milik

Republik Indonesia Tahun

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 33 Tahun

Penyusunan Anggaran
Daerah Tahun Anggal
Republik Indonesia T
sebagaimana telah diubs
Dalam Negeri Nomor 134
Peraturan Menteri Dala
2017 tentang  Peny
Pertanggungjawaban Iy
Kerja dan Jaminan Kg¢
Anggaran Pendapatan ¢
Negara Republik Indones

Peraturan Menteri Dala

2017 Tentang Pedoman
Pendapatan Dan Belanja
ran 2018 (Berita Negara
ahun 2017 Nomor 825)
h dengan Peraturan Menteri
Tahun 2017;

m Negeri Nomor 54 Tahun
ediaan, Pencairan, Dan
iran  Jaminan Kecelakaan
'matian Yang Berasal Dari
jan Belanja Daerah (Berita
ia Tahun 2017 Nomor 996);

m Negeri Nomor 62 Tahun

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional (Berit

Tahun 2017 Nomor 1067

a Negara Republik Indonesia

);




47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Menteri
50/PMK.07/2017 tenta

Peraturan

Daerah dan Dana Dest

Keuangan Nomor
ng Pengelolaan Transfer Ke

sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50/PMK.07/2017 tenta]

ng Pengelolaan Transfer Ke

Daerah dan Dana De

a (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

Peraturan Daerah Kota

litar Nomor 18 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kot
5/A);

Blitar Tahun 2007 Nomor

Peraturan Daerah Kota [Blitar Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pempangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Blitar Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota
tentang Investasi Peme
Daerah Kota Blitar Tahu
Peraturan Daerah Kota
tentang Bantuan Keual
{(Lembaran Daerah Kota
Peraturan Daerah Kota
tentang Bea Peroleha
Bangunan (Lembaran D4
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota
tentang Pajak Daerah (I
Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota
tentang Retribusi Jasa
Kota Blitar Tahun 2011
diubah beberapa kali,
Daerah Nomor 7 Tahu
Atas Peraturan Daerah

Blitar Nomor 3 Tahun 2010
rintah  Daerah (Lembaran
nh 2010 Nomor 3);

Blitar Nomor 7 Tahun 2010
ngan Kepada Partai Politik
Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
Blitar Nomor 1 Tahun 2011
n Hak Atas Tanah dan
ierah Kota Blitar Tahun 2011

Blitar Nomor 7 Tahun 2011
.embaran Daerah Kota Blitar

Blitar Nomor 8 Tahun 2011
Umum (Lembaran Daerah
Nomor 8) sebagaimana telah
terakhir dengan Peraturan
n 2017 tentang Perubahan

Kota Blitar Nomor 8 Tahun

b




55.

56.

57.

58.

59.

10

2011 tentang Retribu

i Jasa Umum (Lembaran

Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota

tentang Retribusi Jasal

Kota Blitar Tahun 2011
diubah beberapa kali,
Daerah Nomor 8 Tahul

Atas Peraturan Daerah

2011 tentang Retribusi

Daerah Kota Blitar Tahu

Blitar Nomor 9 Tahun 2011

Usaha (Lembaran Daerah
Nomor 9) sebagaimana telah
terakhir dengan Peraturan
n 2017 tentang Perubahan
Kota Blitar Nomor 9 Tahun
Jasa Usaha
n 2017 Nomor 8);

(Lembaran

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011

tentang Retribusi Perizinan

Daerah Kota Blitar Tahuj
Peraturan Daerah Kota

tentang Pajak Bumi daj

Tertentu (Lembaran
n 2011 Nomor 10);
Blitar Nomor 5 Tahun 2013

n Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013

Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota
tentang Penyertaan N
Kepada Badan Usaha
Daerah Kota Blitar
sebagaimana telah diub:
Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kota
tentang Penyertaan
Kepada Badan Usaha
Daerah Kota Blitar Tahu

Peraturan Daerah Kota

Modal

Blitar Nomor 3 Tahun 2015
Viodal Pemerintah Daerah
Milik Daerah (Lembaran
Tahun 2015 Nomor 3)
ah dengan Peraturan Daerah
» tentang Perubahan Atas
Blitar Nomor 3 Tahun 2015
Pemerintah Daerah
Milik Daerah (Lembaran
n 2016 Nomor 5);

Blitar Nomor 2 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Blitar 20
Kota Blitar Tahun 2016
diubah dengan Peratura
6 Tahun 2017 tentang
Daerah Kota Blitar Noj

Rencana Pembangunan

16-2021 (Lembaran Daerah
Nomor 2) sebagaimana telah
n Daerah Kota Blitar Nomor
Perubahan Atas Peraturan
mor 2 Tahun 2016 tentang
Jangka Menengah Daerah

)




60.

61.

62.

63.

64.

Menetapkan : PERATURAN
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Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar

Tahun 2017 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota

tentang Pembentukan

Blitar Nomor 4 Tahun 2016

dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016

Nomor 4);
Peraturan Daerah Kota

tentang Hak Keuangan

Blitar Nomor 12 Tahun 2017

Dan Administratif Pimpinan

Dan Anggota Dewan Petwakilan Rakyat Daerah Kota

Blitar (Lembaran Daer

Kota Blitar Tahun 2017

Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2017 Nomor 15, Noreg Peraturan Daerah Kota
Blitar Nomor 428-15/2017);

Peraturan Daerah Kota|Blitar Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2018 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kota
Blitar Nomor 238-2/2018);

Peraturan Daerah Kota|Blitar Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tdhun 2018 Nomor 4, Noreg
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 305-4/2018).

MEMUTUSKAN:

WALIKOTA TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
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Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan| dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018 berubah sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah :

a. Semula Rp. 872.168.550.095,00
b. Bertambah / Rp. (27.476.257.770/95)
(Berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 844.692.292.324,05
2. Belanja Daerah :
a. Semula Rp. 889.777.119.543,00
b. Bertambah / Rp. 82.427.245.593,51
(Berkurang)
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 972.204.365.136,51
Surplus / (Defisit) setelah perubahan Rp.(127.512.072.812,46)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 17.608.569.448,00

2) Bertambah/ Rp. 112.903.503.364,46

(Berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula Rp.

Rp. 130.512.072.812,46

,00

2) Bertambah/ Rp. 3.000.000.000,00

(Berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Rp. 127.512.072.812,46

perubahan

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun Rp. 0,00

berkenaan setelah perubahan

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggarat

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Lampiran terdiri dari :

tercantum dalam Lampiran I

1 Pendapatan dan Belanja
2 dirinci lebih lanjut dalam




N
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1. Lampiran II Penjabaran Perubahan |Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
2. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Hibah Yang Diterima;
3. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi

Bantuan Sosial Yang Diterima;

Pasal 4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal|2 dan Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kexj;'a Perangkat Daerah sesuai

dengan ketentuan perundang - undangan yang jbertaku.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Bernita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di | Blitar
Pada Tanggal |1 23 Oktober 2018
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Di undangkan di Blitar
Pada Tanggal 23 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.
Rudy Wijonarko
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BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk
NIP. 19670909199803 1 008

~

P
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